KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 101 TAHUN 2025
TENTANG
KODE UNIT KERJA

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi tata naskah
dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
yang efektif, sistematis, dan terpadu, perlu menetapkan
kode unit kerja;

bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 457 Tahun 2023 tentang Kode Unit Kerja
di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kode
Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2022 Nomor 629);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18
Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana
Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 610);
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Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

-2 -

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG KODE UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Menetapkan dan memberlakukan kode unit kerja di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut
kode unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kode unit kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
merupakan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan dalam menyelenggarakan tertib
administrasi di bidang tata naskah dinas.
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 457 Tahun 2023
tentang Kode Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG

KODE UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN

DAFTAR KODE UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT KERJA PUSAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE
NO UNIT KERJA UNIT SUB SUB-SUB
PENGOLAH UNIT UNIT
1. | KEPALA BADAN 1
2 SEKRETARIAT UTAMA 2
A. Biro Perencanaan dan Keuangan 21
1. I Subbagian Tata Usaha 211
B. Biro Hukum dan Organisasi 22
C. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 23
D. Biro Sumber Daya Manusia 24
E. Biro Umum 25
1. | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 251
2. | Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 252
3. | Bagian Rumah Tangga 253
4. | Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan 254
3. | DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, 3
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
A. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, 31
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
B. Direktorat Registrasi Obat 32
C. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, 33
Psikotropika, dan Prekursor
D. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan 34
Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
E. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan
ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, 35
Prekursor, dan Zat Adiktif
4. | DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, 4
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
A. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, 41
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
B. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen 492
Kesehatan, dan Kosmetik
C. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan
43
Suplemen Kesehatan
D. Direktorat Pengawasan Kosmetik 44
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku
Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 45
Kosmetik
S. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN S
A. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 51
B. | Direktorat Registrasi Pangan Olahan 52
C. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 53
D. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 54
E. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku 55
Usaha Pangan Olahan
6. | DEPUTI BIDANG PENINDAKAN 6
A. Direktorat Cegah Tangkal 61
B. Direktorat Intelejen Obat dan Makanan 62
C. Direktorat Siber Obat dan Makanan 63
D. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 64
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KODE
NO UNIT KERJA UNIT SUB SUB-SUB
PENGOLAH | UNIT UNIT

7. | INSPEKTORAT UTAMA 7

A. Inspektorat I 71

B. Inspektorat II 72

C. Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama 73
8. | PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN 8

A. | Subbagian Tata Usaha 81
9. | PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

A. | Subbagian Tata Usaha 91
10. | PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN 10

MAKANAN NASIONAL

A. | Subbagian Tata Usaha 101
11. | BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI 11

A. | Subbagian Tata Usaha 111
12. | BALAI KALIBRASI 12

A. I Subbagian Tata Usaha 121
13 | BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN 13

A. I Subbagian Tata Usaha 131
14. | PUSAT ANALISIS KEBIJUAKAN OBAT DAN MAKANAN 14

A. | Subbagian Tata Usaha 141

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
I[. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

KODE
NO UNIT KERJA UNIT SUB
PENGOLAH UNIT

1. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh 1A

A. | Bagian Tata Usaha 1A1
2. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan 2A

A. | Bagian Tata Usaha 2A1
3. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 3A

A. | Bagian Tata Usaha 3A1
4. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru 4A

A. | Bagian Tata Usaha 4A1
5. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 5A

A. | Bagian Tata Usaha SA1
6. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung 6A

A. | Bagian Tata Usaha 6A1
7. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta 7A

A. | Bagian Tata Usaha 7A
8. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung 8A

A. | Bagian Tata Usaha 8A1l
9. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang 9A

A. | Bagian Tata Usaha 9A1
10. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta 10A

A. | Bagian Tata Usaha 10A1
11. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya 11A

A. | Bagian Tata Usaha 11A1
12. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang 12A

A. | Bagian Tata Usaha 12A1
13. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar 13A

A. | Bagian Tata Usaha 13A1
14. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram 14A

A. | Bagian Tata Usaha 14A1
15. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 15A

A. | Bagian Tata Usaha 15A1
16. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya 16A

A. | Bagian Tata Usaha 16A1
17. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru 17A

A. | Bagian Tata Usaha 17A1
18. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda 18A

A. | Bagian Tata Usaha 18A1
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KODE
NO UNIT KERJA UNIT SUB
PENGOLAH UNIT
19. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado 19A
A. | Bagian Tata Usaha 19A1
20. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar 20A
A. | Bagian Tata Usaha 20A
21. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura 21A
A. | Bagian Tata Usaha 21A1
22. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang 22A
A. | Bagian Tata Usaha 22A1
23. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo 23A
A. | Bagian Tata Usaha 23A1
II. Balai Pengawas Obat dan Makanan
KODE
NO UNIT KERJA UNIT SUB
PENGOLAH UNIT
1. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi 1B
A. | Subbagian Tata Usaha 1B1
2. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu 2B
A. | Subbagian Tata Usaha 2B1
3. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam 3B
A. | Subbagian Tata Usaha 3B1
4. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu 4B
A. | Subbagian Tata Usaha 4B1
5. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari 5B
A. | Subbagian Tata Usaha 5B1
6. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon 6B
A. | Subbagian Tata Usaha 6B1
7. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang 7B
A. | Subbagian Tata Usaha 7B1
8. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju 8B
A. | Subbagian Tata Usaha 8B1
9. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi 9B
A. | Subbagian Tata Usaha 9B1
10. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari 10B
A. | Subbagian Tata Usaha 10B1
11. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan 11B
A. | Subbagian Tata Usaha 11B1
12. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh 12B
A. | Subbagian Tata Usaha 12B1
13. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang 13B
A. | Subbagian Tata Usaha 13B1
14. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya 14B
A. | Subbagian Tata Usaha 14B1
15. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor 15B
A. | Subbagian Tata Usaha 15B1
16. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta 16B
A. | Subbagian Tata Usaha 16B1
17. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri 17B
A. | Subbagian Tata Usaha 17B1
18. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember 18B
A. | Subbagian Tata Usaha 18B1
19. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo 19B
A. | Subbagian Tata Usaha 19B1
20. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai 20B
A. | Subbagian Tata Usaha 20B1
21. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai 21B
A. | Subbagian Tata Usaha 21B1
22. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu 22B
A. | Subbagian Tata Usaha 22B1
23. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang 23B
A. | Subbagian Tata Usaha 23B1
24. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas 24B
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KODE
NO UNIT KERJA UNIT SUB
PENGOLAH UNIT
A. | Subbagian Tata Usaha 24B1
25. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima 25B
A. | Subbagian Tata Usaha 25B1
26. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende 26B
A. | Subbagian Tata Usaha 26B1
27. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau 27B
A. | Subbagian Tata Usaha 27B1
28. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong 28B
A. | Subbagian Tata Usaha 28B1
29. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan 29B
A. | Subbagian Tata Usaha 29B1
30. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau 30B
A. | Subbagian Tata Usaha 30B1
III. Loka Pengawas Obat dan Makanan
KODE
NO UNIT KERJA UNIT PENGOLAH
1. | Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 1C
2. | Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2C
3. | Loka POM di Kabupaten Toba 3C
4. | Loka POM di Kabupaten Sijunjung 4C
5. | Loka POM di Kabupaten Bungo 5C
6. | Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 6C
7. | Loka POM di Kota Lubuklinggau 7C
8. | Loka POM di Kabupaten Belitung 8C
9. | Loka POM di Kabupaten Buleleng 9C
10. | Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 10C
11. | Loka POM di Kabupaten Belu 11C
12. | Loka POM di Kabupaten Sumba Timur 12C
13. | Loka POM di Kota Tanjung Pinang 13C
14. | Loka POM di Kabupaten Sambas 14C
15. | Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 15C
16. | Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 16C
17. | Loka POM di Kabupaten Banggai 17C
18. | Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 18C
19. | Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 19C
20. | Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 20C
21. | Loka POM di Kabupaten Sorong 21C
22. | Loka POM di Kabupaten Mimika 22C
23. | Loka POM di Kabupaten Merauke 23C
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TARUNA IKRAR
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